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BUPATI KUDUS 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATT KUDUS 
NOMOR : 2J 'l', ..i i u .~ ~uHl 

TENTANG 

pERUBAHAN RENCANA I<ERJA PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUDUS , 

a . 

b . 

C. 

d . 

bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun Anggaran 2018 Triwulan I dan Triwui m 
II , menunjukkan adanya dinamika perubahan 
kerangka ekonomi daerah , dan belum tercapainya 
target indikator output kegiatan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahu , 
Anggaran 2 0 18; 

bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a , dan guna menjamin konsistensi antara 
perencanaan dan penganggaran , dan efektivitas serta 
efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran 
pembangunan nasional dan daerah , perlu mengubah 
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuclus 
Tahun 2018; 

bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nornor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan , Pcngendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah , serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , 
Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah , dan 
Rencana Kerja Pemerintah. Daerah , Penetapan Rencana 
Kerja Perangkat Daerah merupakan kewenangan 
Bupati ; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, huruf b , dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2018; 



1. 

2. 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 

7 . 

8 . 

9 . 
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Undang Und a ng Nom or 13 Ta hun 1950 
Pcmben tuka n Daera h -Daerah Ka bupaten 
Lingkun gan Pro pinai Jawa Tengah ; 

ten tan g 
da la m 

Und a n g-Unda ng Nomor 17 Ta hun 2003 tentang 
Ke u a n gan Negara (Lemha ra n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Ta mbahan Lembaran 
Negar a Republik Indonesia Nom or 4286) ; 

Undang-Unda n g Nomor Ta hun 2004 tentang 
Perbenda ha raan Negara (Lembaran Negara Republik 
Ind onesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Re publik Tndon esia Nomor 4355) ; 

Unclan g-Un da n g Nomor 25 Ta h un 2004 tentang Sis tem 
Perenca n aan Pemba ngu nan Nasional (Lembaran 
Negara Re publik Indonesia Ta h un 2004 Nomor 104, 
Ta m ba h an Lem bara n Negara Republik Indonesia 
Nomor 442 1 ); 

Unda n g-Unda ng Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perim ba n gan Keu a ngan a n tara Pemerintah Pusat dan 
Pe merin tah a n Daera h (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ta hun 2004 Nomor 126 , Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4438) ; 

Unda n g-Unda ng Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencan a Pemba ngunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lemba ra n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 , Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 4700) ; 

Unda n g-Un dang Nomor 23 Tahun 201 4 lentang 
Pemerin tah an Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam bah 3.11 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubaha n Kedua atas Unda ng-Undang Nomor 2 3 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
N ara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
T=~baha n Lembaran Negara Republik Indones ia 

Nomor 5679) ; 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten~g 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Repubhk 

d 
• Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

In ones1a . . 
b N gara Repubhk Indonesia Nomor 5601) ; 

Lem ara n e 

Peraturan Pemerintah Nomor 58h Tah(Leunb2005 tentang 

1 1 
Keuangan Daera m aran Negara 

Penge ~ a~ndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Repubhk nN gara Republik Indonesia Nomor 4578)· 
~~~e ' 

"--✓ t1 A. 
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14. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 39 T h 2006 t a un ten ang 
Tata Cara Pengendalian dan E l · p lak va uas1 e sanaan 
Ren can~ Pembangunan (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tah~n 2006 Nomor 96 , Tambahan Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4663) ; 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan , Tatacara Penyusunan Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817) ; 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272) ; 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat. Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ; 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ; 

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3) ; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Oaerah , Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Oaerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1312) ; 

Peraturan Oaerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Janfka 
Menengah Oaerah Provinsi Ja_wa_ Tengah Tahun 2013-
2018 (Lembaran Oaerah Provms1 Jawa Tengah Tahun 

2014 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 65); 
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~Pkan 

' . 

18 . Pe raturan Daerah Kabupaten K 
2007 ten tang Pokok-pokok p udus Nomor 3 Tahun 
Daerah (Lembaran Daerah K b engelolaan Keuangan 
2007 Nomor 3 , Tambah~ up~en Kudus Tahun 
Kabupaten Kudus Nomor gg) ; mbaran Daerah 

19. 

20. 

21. 

22 . 

Peraturan Daerah Kabupaten Kud 
2008 tentang Tata Cara Pen us Nomor 4 Tahun 
dan Evaluasi Pelaksanaan yRusunan, Pengendalian, 

h K 
encana Pemban 

Daera abupaten Kudus (Le b gur an 
Kabupaten Kudus Tahun 2008 N m aran Daerah 
Lembaran Daerah Kabupaten Kud omNor 4 , Tambahan 

us omor 107); 

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus N 11 omor Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 
Nomor 11 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kudus Nomor 113); 

Pera tura n Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 
2014 ten tang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 
(Lemba ran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 
Nomor 2 , Ta mbahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kudus Nomor 175); 

Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2017 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2017 Nomor 16), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus 
Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2017 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2018 Nomor 19); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA 
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 

2018. 

Pasal 1 
. . . dimaksud dengan : 

Dalam Peraturan Bupat1 m1 yang . 
h k ala daerah sebagru unsur 

I. Pemerintah Daerah a~ala ep D erah yang memimpin 
penyelenggara Pemenntahanerin~ahan yang menjadi 
pelaksanaan urusan pem 
kewenangan daerah otonom. 

2 . Bupati adalah Bupati Kudus. 

◄ 



3 . 

4 . 
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Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat 
RK~ adalah dokumen perencanaan pembangunan 
nas1onal untuk periode 1 (satu) tahun . 

5 . R~r:icana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
dismgkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

6 . R~1:cana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
d1smgkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 
tahun . 

7 . Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

8 . 

9 . 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ye ng 
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus. 

Kebijakan Umum Anggaran 
Daerah yang selanjutnya 
Kebijakan Umum Anggaran 
Daerah Kabupaten Kudus. 

Pendapatan dan Belanj a 
disingkat KUA adalah 
Pendapatan dan Belanja 

10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 
s elanjutnya disingkat PPAS adalah Prioritas dan Plafon 
Anggaran Sementara Kabupaten Kudus. 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini d itetapkan Perubahan Renja 
Perangkat Daerah Tahun 2018 sebagimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisah dari 
Peraturan Bupati ini dengan berpedoman pada Perubahan 
RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2018. 

Pasal 3 

Dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah 
penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 , Kepala Perangkat Daerah 
menetapkan Rancangan_ Perubahan Renja Perangkat Daerah 
menjadi Perubahan RenJa Perangkat Daerah. 
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Pasal 4 

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dijadikan dasar 
Penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka Penyusunan 
Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun 
Anggaran 2018. 

Pasal5 

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus. 

Ditetapkan di Kudus 
pad a tanggal . 1 o Okt o t , 1c.1 ,: , 10 

BUPATI KUDUS, 

MUHAMMAD TAMZIL 

langkan di Kudus 
tanggal 1 '"' u Kb , 1 , , 1 ') 

·KRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS , 

SAM'ANI INTAKORIS 

TA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018 NO MOR ::::v. 
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